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Abstract.Cash on Delivery (COD) payment system in e-commerce, it was found that legal protection for couriers is often
neglected. Couriers face the risk of fraud, intimidation and unpleasant treatment from consumers due to the lack of
clarity regarding their rights and obligations, as well as the lack of clear regulations regarding work safety.
Consumers' lack of understanding regarding COD procedures also causes couriers to often be in a difficult position.
Research shows that better education is needed for the public, regulatory updates that make the rules uniform across
marketplaces, and clear and effective legal protection mechanisms for couriers. These steps are expected to reduce
the risks faced by couriers and increase efficiency and fairness in COD transactions in Indonesia.
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Abstrak. sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam e-commerce, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi kurir
sering terabaikan. Kurir menghadapi risiko penipuan, intimidasi, dan perlakuan tidak menyenangkan dari konsumen
karena ketidakjelasan hak dan kewajiban mereka, serta kurangnya regulasi yang jelas mengenai keselamatan kerja.
Ketidakpahaman konsumen mengenai tata cara COD juga menyebabkan seringnya kurir berada dalam posisi sulit.
Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan edukasi yang lebih baik bagi masyarakat, pembaruan regulasi yang
menyeragamkan aturan antar marketplace, dan mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi kurir.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi kurir dan meningkatkan efisiensi serta
keadilan dalam transaksi COD di Indonesia.

Kata Kunci — Sistem pembayaran COD, Perlindungan Kurir, perdagangan elektronik

|. PENDAHULUAN

E-commerce merupakan dimana produsen dan konsumen melakukan kegiatan jual beli tapi tidak
saling ketemu dan bertatap muka atau bisa dikatakan kegiatan transaksi jual beli secara online.
mayoritas masyarakat indonesia menggunakan e-commerce untuk kegiatan jual beli, karena
penggunaan nya yang sangat mudah, terjangkau dan efisien, seiring berjalannya waktu e-
commerce telah mengalami banyak perubahan salah satunya ada penambahan pada sistem
pembayaran nya yang awalnya hanya bisa dilakukan dengan cara menggunakan media transfer
antar bank saat ini bisa menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD).[1] Dengan
cara ini, hubungan antara pembeli dan penjual menjadi lebih mudah dengan penggunaan metode
Pembayaran Cash On Delivery (COD). Pembentukan perjanjian dihasilkan dari kontrak antara
para pihak, dan yang dimaksud para pihak disini yaitu, ada pembeli dan penjual. Jika ada kontrak
antar pihak, maka masing-masing pihak melahirkan suatu hak dan kewajiban yang dimana itu
semua harus dipenuhi. pada Pasal 1458 KUH Perdata, bahkan dalam kasus di mana produk dan
harga belum dikirim atau dibayar, jelas bahwa jual beli itu bisa dianggap sah apabila telah terjadi
jika antara para pihak tersebut setuju atau menyetujui segala aspek yang diperjanjikan salah
satunya yaitu komoditas dan harganya.[2]

Terkait tata cara penggunaan sistem COD dalam konsep jual beli di dalam e-commerce sendiri
yaitu apabila pihak konsumen tidak memliki rekening atau alat pembayaran sejenisnya untuk
membayar barang yang akan dibelinya dengan cara transfer, maka konsumen tersebut bisa memilih
menggunakan sistem pembayaran COD dimana kita diharuskan untuk melakukan pembayaran
melalui kurir di saat barang yang kita beli telah sampai di tujuan alamat kita. Dalam proses
melakukan kegiatan pengiriman perlu adanya kerja sama pihak penjual dengan pihak jasa
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pengiriman, karena perusahaan jasa pengiriman barang merupakan salah satu tumpuan utama
terhadap pesatnya perkembangan e-commerce. Fungsi perusahaan jasa pengiriman barang itu
sendiri merupakan sebagai jembatan penghubung antara penjual dan pembeli. Sehingga akan
menambah persaingan yang sangat ketat karena pertumbuhan bisnis online dan perusahaan jasa
pengiriman barang yang saling berkesinambungan. [3]

Namun Kita ketahui bahwa pada realita di lapangan penggunaan sistem pembayaran Cash On
Delivery ini masih sering ditemukan berbagai permasalahan atau problematika terkait dengan
penggunaannya di lingkungan masyarakat sekarang, menurut laman berita kompas.tv 29 Januari
2023 terdapat kasus kurir paket COD ditusuk konsumen yang menolak bayar di daerah Banyuasin
Sumsel, dan yang baru baru ini terjadi di beritakan pada laman berita Merdeka.com 7 September
2023 kurir COD di Denpasar Selatan, Bali mengalami pemukulan oleh konsumen ibu-ibu yang
mengamuk dan tidak mau membayar barang COD nya. Banyaknya komplain yang di lakukan
pihak konsumen kepada kurir terkait barang yang dikirim tidak sesuai bahkan sampai terjadi
pengancaman kepada kurir merupakan kejadian sosial yang bisa menimbulkan suatu aturan hukum
yang baru.[4] Karena jika kita melihat secara aturan mengenai hak dan kewajiban kurir bahwa
tugas utama dari seorang kurir ini adalah hanya mengantarkan barang sampai ke alamat penerima
barang serta menerima pembayaran terkait barang tersebut dan kurir tidak bertanggung jawab
apabila terjadi barang yang tidak sesuai pada saat pengiriman. Hal tadi sangat menyimpang jika
kita melihat aturan di pada pasal 1313 KUHPerdata bahwa penjual serta konsumen sudah
mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian jual beli. Sebagai akibatnya mereka wajib memenuhi
kewajiban atau prestasi yang sudah di perjanjikan, Karena pada sistem pembayaran COD,
pelanggan diharuskan untuk membayar barang-barang yang telah mereka pesan segera setelah
mereka menerimanya, artinya mereka berkewajiban untuk menyelesaikan setiap tujuan atau
tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kurir tidak bertanggung jawab jika terjadi perbedaan.[5]
Dalam e-commerce terutama di sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) penjual
menggunakan jasa kurir untuk pengiriman barang pada konsumennya, maka akan lahir tanggung
jawab yg harus dilaksanakan oleh kurir tadi untuk mengantarkan barang kepada konsumen.
sehingga akan terjadi pertemuan langsung antara kurir dengan pihak konsumen, tetapi dalam
pelaksanaan aktivitas tadi tidak sesuai yang diharapkan karena masih banyak konsumen yang
melontarkan penolakan pembayaran terhadap barang tersebut oleh konsumen. Hal ini dikarenakan
konsumen merasa bahwa barang yang sampai tersebut tidak sama dengan yang dibeli, sehingga
konsumen ini kecewa dan meluapkan kekesalannya pada kurir dengan melakukan pengancamanan
dan penyerangan pada kurir, yang itu akan menyebabkan kerugian materiil serta inmateriil
terhadap kurir. Kejadian wanprestasi yang terjadi pada jual beli yang dilakukan secara online
sudah bukan hal yang baru terjadi, ketidaksesuaian barang yang dikirim penjual kepada konsumen
melalui kurir masih sering terjadi, sehingga penelitian yang ada sebelumnya hanya berfokus terkait
kewajiban penjual terhadap barangnya yang dikirim dalam aktivitas jual beli di dalam sistem COD
pada jual beli online. Penulis belum menemukan penelitian yang berfokus pada kedudukan hukum
konsumen, penjual, kurir dan proteksi hukum yang melindungi kurir sebagai tenaga kerja apabila
terjadi wanprestasi yg dilakukan penjual terkait ketidaksesuian barang.[6]

terdapat beberapa penelitian terdahulu yg berkaitan dengan perlindungan Kurir dalam Sistem
Pembayaran COD dilakukan olen Muhammad Bilal 2023 dengan judul Analisis perlindungan
hukum Terhadap Kurir dalam Transaksi (COD). Penelitian tersebut menerangkan perlindungan
hukum Kkurir pada pada sistem (COD). Penelitian lainnya dilakukan oleh | Wayan Gede Wiryawan
2021 dengan judul Urgensi perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem
COD. Penelitian tersebut menerangkan hak serta kewajiban kurir pada transaksi e-commerce, serta
terdapat beberapa jurnal terdahulu lainnya mayoritas hanya membahas terkait perlindungan hokum
kurir ditinjau dari UUPK. Maka dalam artikel ini penulis juga akan memberikan pembahasan
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mengenai perlindungan hukum yang berlaku untuk kurir yang juga disebut sebagai tenaga kerja di
dalam salah satu metode pembayaran e-commerce yaitu Cash On Delivery (COD). Hanya saja
penelitian yang akan di bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini penulis akan lebih
terfokus untuk menerangkan kedudukan status hukum kurir dalam kegiatan jual beli di E-
Commerce serta perlindungan hukum untuk kurir sebagai tenaga kerja dalam system pembayaran
Cash On Delivery (COD) dilihat dari segi aspek tanggung jawab dari semua pihak yang membuat
atau yang ikut melibatkan dirinya dalam transaksi elektronik dan berbagai akibat hukum yang
nantinya akan timbul karena adanya dari suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak
tersebut, dalam konteks regulasi PP No 80 Tahun 2019, UU No 8 Tahun 1999 dan UU No 7 Tahun
2014 . Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengungkap kedudukan status hukum
para pihak khususnya kurir di dalam sistem pembayaran (COD) pada e-commerce.[7] Hasilnya
penelitian memberikan wawasan mendalam tentang regulasi dan kepatuhan pengguna sistem
pembayaran (COD), sambil menyoroti implikasi bagi industri e-commerce dan perlindungan
terhadap Kkurir. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami peraturan
penggunaan sistem pembayaran (COD) pada e-commerce serta mengidentifikasi area-area di mana
peraturan dan kepatuhan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan bisnis terkini.
Berdasarkan dari uraian masalah tersebut di atas, maka perlu dikaji dengan memunculkan sebuah
rumusan masalah yaitu, bagaimana tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada
metode pembayaran cash on delivery?

Il. METODE

Penelitian menggunakan analisis deskriptif dari data yang diperoleh. Penelitian menyajikan
hasil penelusuran mengenai Tren Penelitian Hukum dan Perlindungan dalam Transaksi COD E-
Commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelusuran kuantitatif literatur review
dengan pengambilan data dari dua database elektronik yaitu Google Scholar, dan Lens.org. Kata
kunci yang digunakan Adalah “Cash On Delivery”, “E-commerce”, dan “perlindungan hukum
kurir”. Artikel yang dipilih adalah artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi : batas waktu
penerbitan jurnal maksimal 5 tahun (2019-2024)

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

No Kriteria Inklusi Kriteria Ekskulsi

1. | Publikasi pada tahun 2019-2024 Publikasi sebelum tahun 2019

2. | Spesifik terkait Cash On Delivery pada | Topik umum E-commerce seperti kepuasan
E-commerce pelanggan, dan penjual

3. | Tidak menggunakan bahasa inggris Menggunakan bahasa inggris

4. | Artikel termuat identitas “Hukum” Tidak termuat identitas “Hukum”

untuk menjawab permasalahan yang dibahas di dalam artikel ini, terlebih dahulu dilakukan
pencarian data dan pencarian data ini dilakukan melalui beberapa cara Pertama masuk pada
lens.org melalui Scholarly Works dengan menggunakan 3 kata kunci yaitu yang pertama
memasukkan kata kunci “E-Commerce And Cash On Delivery” ditemukan data sebanyak 1.289
jurnal setelah di filter kembali dengan tahun terbit dari tahun 2019-2024 mengerecut menjadi 251
jurnal, kemudian di filter kembali dengan mengubah document type menjadi jurnal artikel
mengerucut lagi menjadi 220 jurnal, kemudian yang kedua memasukkan kata kunci “Perlindungan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original
publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply
with these terms.



4 | Page

Kurir” dan Document Type sebagai Journal Article dengan rentan waktu 2019-2024 menghasilkan
data 26 Jurnal, kemudian memasukkan kata kunci yang ketiga yaitu “Sistem Pembayaran COD”
dan Document Type sebagai Journal Article dengan rentan waktu 2019-2024 menghasilkan data
44 jurnal Artikel.

111. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tahun Publikasi

berdasarkan analisa yang dilakukan dengan cara menggunakan database elektronik yaitu lens.org
dengan memasukkan kata kunci “E-commerce and Cash On Delivery” ditemukan data sebanyak
1.289 jurnal setelah di filter kembali dengan tahun terbit dari tahun 2019-2024 mengerecut menjadi
251 jurnal, kemudian di filter kembali dengan mengubah document type menjadi jurnal artikel
mengerucut lagi menjadi 220 jurnal. saat ini dari 220 jurnal artikel yang di dapat di temukan 10
jurnal artikel. penelitian tentang tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada metode
pembayaran cash on delivery ditinjau dari tahun publikasi disajikan pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Jumlah Studi Berdasarkan Kriteria Tahun Publikasi

Scholarly Works Over Time = v X

Document Count

Date Published

sumber: https://www.lens.org/

Bisa dilihat bahwa penelitian atau studi terkait sistem pembayaran Cash On Delivery pada
E-commerce yang di publikasikan dan terbit dari 2019 sampai 2024 tidak stabil, mengalami
peningkatan bahkan penurunan jumlah publikasi. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah
publikasi terlihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dan pada tahun 2023 jumlah publikasi
mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 67 jurnal artikel sedangkan pada tahun
2024 jumlah publikasi mengalami penurunan, pada tahun tersebut sebanyak 33 jurnal artikel telah
di publikasi. Menurut gambar 1 diatas yang menggambarkan diagram perkembangan publikasi
jurnal artikel dari tahun 2019-2024 ditemukan bahwa pembayaran dengan Cash on Delivery
(COD) dinilai sangat penting untuk memberikan kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha
terhadap produk yang dipesan dan memudahkan mereka melakukan pembayaran secara tunai pada
saat produk diterima.[8] Prinsip itikad baik harus dipatuhi dalam pelaksanaan perjanjian e-
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commerce, khususnya bagi konsumen yang memanfaatkan fitur COD, agar tidak bertindak
sembarangan yang merugikan pelaku usaha. Berikut presentase penggunaan sistem pembayaran
transaksi di E-commerce disajikan pada diagram lingkaran:

Gambar 2. Penggunaan Sistem Pembayaran Di E-commerce

Metode Pembayaran Di E-commerce

Transfer Bank
o, Transfer Bank
E-Wallet el
41% Debit/Kredit

Cas On Delivery

Debit/Kredit E-Wallet

0,
Cas On Delivery
12%

Sumber Data: https://kumparan.com/

Berdasarkan diagram lingkaran diatas menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran di E-
commerce paling banyak menggunakan E-wallet atau Dompet Digital 41%, kemudian yang
kedua menggunakan Transfer Bank 29%, kemudian sistem pembayaran menggunakan Debit atau
Kredit sebesar 18%, dan sistem pembayaran Cash On Delivery 12%. Di Indonesia Tren
pengguna e-commerce dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan besar
bisa kita lihat dalam beberapa tahun yang lalu.[9] Berikut jumlah presentase pertumbuhan
pengguna E-commerce di Indonesia dari tahun 2017-2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2. Presentase Pengguna E-commerce Di Indonesia

No | Tahun Penetrasi Pengguna E-commerce Pengguna E-commerce
Persen Jiwa
1. 2017 52,5% 139.000.000
2. 2018 57,6% 154.100.000
3. 2019 62,2% 168.300.000
4. 2020 66,3% 181.500.000
5. 2021 69,9% 193.200.000
6. 2022 72,9% 203.500.000
7. 2023 75,3% 212.200.000

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penggunaan E-commerce di Indonesia
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari 2017 pengguna E-commerce sebanyak 139 juta
pengguna kemudian di tahun selanjutnya tahun 2018 mengalami kenaikan 10,8% menjadi 154,1
juta pengguna dan puncaknya pada tahun 2023 naik menjadu 212,2 juta pengguna. Hal ini bisa
dilihat bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai transaksi jual beli secara online melalui E-
commerce atau sejenisnya.[10]
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Berdasarkan Kata Kunci dalam pencarian data

Selanjutnya pemetaan artikel yang dijadikan data literature yang sesuai dengan inklusi
dengan menggunakan dua kata kunci yaitu kata kunci yang pertama “Perlindungan Kurir” dan
“Sistem Pembayaran COD”. Database elektronik lens.org yang menjadi tempat pencarian jurnal
terdahulu dengan kata kunci yang pertama “perlindungan kurir” dengan filter tahun publikasi
2019-2024 ditemukan sebanyak 26 jurnal, kemudian kata kunci kedua “sistem pembayaran cod”
dengan filter tahun publikasi 2019-2024 dan type document jurnal artikel ditemukan sebanyak 44
data. Dari 26 data jurnal yang ditemukan dengan kata kunci “perlindungan kurir” bahwa yang
sesuai dengan inklusi sebanyak 6 jurnal, dan dari data 44 jurnal yang ditemukan dengan kata kunci
“sistem pembayaran cod” yang sesuai dengan inklusi sebanyak 4 jurnal.[11] Berikut ini sajian
jurnal artikel yang sesuai dengan inklusi disajikan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Karakteristik Artikel yang sesuai dengan Inklusi

Nama Tahun/ Tujuan Penelitian Temuan Impilikasi
Penulis Negara
| Wayan 2021/ | Mengetahui kewajiban - Keterlibatan banyak Pembeli dengan
Gede Indonesia | beserta hak seorang para pihak dalam penjual punya
Wiryawan kurir pada sistem transaksi COD akan hubungan hukum akan
COD(Cash on Delivery) | berpotensi munculnya lahir kewajiban
dan masalah besar jika salah | beserta hak para pihak
perlindungan bagi kurir | satu pihak tidak yang telah di sepakati.
jika ada complain dari memahami kontruksi Pembeli menolak
konsumen pada transaksi | hukum yang lahir dari memenuhi pelunasan
e-commerce perjanjian yang mereka | barang yang telah
menggunakan Cash On | buat, maka berakibat dibeli sehingga terjadi
Delivery tidak pahamnya hak dan | waprestasi
kewajiban mereka
kepada orang lain.
Neozatel 2023/ | - Mengetahui peraturan | Masih kurangnya Temuan didukung
Azriel, Indonesia | serta pelaksanaan untuk | pengetahuan masyarakat | oleh kurang efektifnya
Rani kurir di dalam sistem e- | terkait tata cara dan edukasi bagi
Apriani, commerce dengan kebijakan terkait masyarakat terkait
Holyone sistem COD penggunaan sistem konsep transaksi di e-
Singadime - Untuk mengetahui pembayaran Cash On commerce yang
dja peraturan serta Delivery pada e- kurang mudah
pelaksanaan konsumen | commerce dipahami sehingga
di dalam sistem e- terjadi kekeliruan
commerce dengan dalam praktiknya.
sistem Cash On Delivery
Indriana 2022/ | Untuk mengetahui - Pelaku usaha sering Sehingga tanggung
Indoneisa | siapakah pihak yang tidak beritikad baik dari | jawab atas
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bertanggung jawab atas
kasus Cash On Delivery
dan bagaimana bentuk
pertanggungjawabannya

segi penjualan dan
pengiriman barang

- konsumen tidak
memahami terkait aturan
COD dan tidak beritikad
baik dalam segi
pembayaran

permasalahan cod
tersebut dilakukan
secara tanggung
renteng antara e-
commerce dengan
pelaku usaha

Rais Agil 2020/ | Mengetahui apa tugas - factor beserta konsep pemerintah diharuskan

Bahtiar Indonesia | peran pemerintah terkait | pendorong punya strategi agar
masalah yang harus faktor pendorong bisa memaanfaatkan
diatasi untuk pesatnya perkembangan | potensi potensi dari
pengoptimalan e-commerce disebabkan | adanya penggunaan e-
munculnya e-commerce | karena adanya commerce yang sangat
yang mempengaruhi pendapatan yang tinggi untuk
siklus ekonomi nasional. | meningkat dari transaksi | manaikkan ekonomi

melalui e-commerce nasional.
Nabil 2022/ | - Untuk mengetahui Masih banyak Hukum sangat

Abduh Indonesia | kekurangan sistem ditemukan miskonsepsi | berperan penting

Qadil, transaksi secara daring pembeli terhadap sistem | dalam mengevaluasi

Chelsea terutama penggunaan COD ini serta kelalaian | terkait sistem

Mutiara sistem pembayaran COD | penjual dalam pembayaran COD

Putri, di Indonesia memberikan informasi pada pada transaksi

Dinda - peran aturan hukum terkait barang yang online,

Yunisa dalam mengevaluasi dijual tidak sesuai dan sudah seharusnya
kekurangan sistem hukum itu mengatur
pembayaran COD setiap perbuatan

hukum dan
menyesuaikan dengan
perkembangan
masyarakat sekarang.

Fanny 2023/ | Untuk mengetahui Antara pelaku usaha Jika terjadi sengketa

Angelina | Indonesia | perlindungan hukum dengan konsumen antara pelaku usaha
Simbolon, bagi pelaku usaha online | memiliki keterikatan online dengan
Abraham jika terjadi retur barang | timbal balik, konsumen siapapun
Ferry oleh konsumen perlindungan hukum di | bisa menggugat
Rosando menggunakan sistem dasarkan pada hak dan menurut pasal 38 UU

COD

kewajiban subjek
hukum, subjek hukum
adalah manusia

ITE dan sesuai pasal
39 (1)) VU ITE
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COD dan menganalisis
perlindungan hukum
bagi kurir serta
penyelesaian
sengketanya

seperti penipuan, dan
perlakuan tidak
menyenangkan dari
konsumen

Silviasari 2020/ Untuk mengetahui Penyelesaian sengketa UUPK telah mengatur
Indonesia | terkait cara bisa dilakukan di luar terkait penyelesaian
menyelesaikan apabila pengadilan dengan sengketa konsumen.
terjadi permasalahan melibatkan BPSK,
sengketa pada transaksi | UUPK menetapkan
di e-commerce pada bahwa dalam waktu 21
sistem pembayaran Cash | hari kerja BPSK wajib
On Delivery (COD) memberikan putusannya.
Heristiawa 2024/ Untuk mengetahui hak Risiko dan tantangan Sehingga diperlukan
n Aryo Indonesia | dan kewajiban para yang masih sering mekanisme
Wirotomo pihak dalam transaksi terjadi dihadapi kurir penyelesaian sengketa

yang lebih efektif dan
efisien

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original
publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these

terms.




Page | 9

Adi 2022/ | Mengetahui Marketplace yang Pemerintah harus terus
Kristian | Indonesia | perlindungan bagi menyediakan sistem berbenah dengan
Silalahi, penjual serta tindakan pembayaran COD harus | membuat regulasi
Elisatris yang bisa dilakukan cepat merespon yang lebih adil untuk
Gultom, apabila dirugikan oleh pengaduan penjual melindungi hak hak

Susilowati konsumen terkait kerugian yang para pelaku usaha
Suparto diterima akibat online shop
wanprestasi yang
dilakukan oleh
konsumen

Dani 2023/ Bagaimana hukum Menjamin kurir yang Dieperlukan aturan
Lailatul Indonesia | melindungi kurir dalam | tidak harus bertanggung | perlindungan hukum
Magviro, proses transaksi online jawab dengan yang lebih baik lagi

Yasid lebih utanma pada kerusakan, kekeliruan yang lebih berfokus
Amali metode pembayaran barang yang padahal itu | mengatur jaminan
COD tidak disebabkan dari keselamatan kerja
kelalaian kurir serta kejelasan
tanggung jawab
barang yang diantar

Berdasarkan analisis sistematis terhadap 10 artikel penelitian yang relevan dengan inklusi

yaitu transaksi e-commerce menggunakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD), dapat
diidentifikasi beberapa tren dalam penelitian hukum terkait topik ini. Tren yang paling menonjol
adalah perhatian terhadap perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi
COD. Rais Agil Bahtiar (2020) E-commerce yaitu proses pembelian dan penjualan barang dan jasa
dengan menggunakan komputer atau perangkat berbasis eletronik lainnya yang menyambung ke
Internet.[12] Praktik e-commerce menghemat biaya transaksi, menghi langkan kendala lokasi dan
waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan
komunikasi antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan iklan dan transportasi. Pemerintah bisa
menerapkan strategi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis digital penciptaan
pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, penargetan inovasi, dan penetapan
standar. Saat mengembangkan kegiatan e-commerce, tantangan seperti keamanan dan
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perlindungan untuk konsumen, Infrstruktur, logistik, serta pajak pada e-commerce perlu diatasi.
Menyadari peluang e-commerce memerlukan peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan
yang dapat mendorong fenomena baru ini.[13]

Jika dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam
transaksi COD. | Wayan Gede Wiryawan (2021) dan Heristiawan Aryo Wirotomo (2024)
menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kurir, sementara Fanny Angelina Simbolon dan
Abraham Ferry Rosando (2023) memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha online
karena transaksi online e-commerce ini tidak saling mempertemukan langsung antara penjual
dengan pembeli, skema Cash On Delivery ini sangat penting dan memudahkan Kita saat ingin
transaksi melalui E-commerce.[14] Namun sistem pembayaran COD tersebut belum begitu
sempurna dikarenakan masih banyak fenomena terkait tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar
pihak sehingga diperlukan adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih jelas dan seragam.
Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto (2022) serta Adi Kristian Silalahi dkk. (2022)
menekankan urgensi pembaruan hukum dan penyeragaman regulasi antar marketplace.[15]

Pembaruan dan penyeragaman regulasi antar marketplace disini merupakan terkait aturan
sistem pembayaran Cash On Delivery harus lebih diperjelas lagi dari segi aturan penggunaannya
dan perlindungan kurir sebagai perantara atau pemgantar barang sehingga bisa meminimalisir
kesalahan yang dilakukan salah satu pihak yang tidak memiliki itikad baik 1 Wayan Gede
Wiryawan (2021) dan Heristiawan Aryo Wirotomo (2024). Perlu upaya untuk memperjelas posisi
hukum masing-masing pihak dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran COD.
Terkait penyeragaman aturan hukum Nabil Abduh Qadil dkk. (2022) transaksi di E-commerce
harus menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, dikarenakan
masyarakat sekarang hanya paham mengenai transaksi melalui E-commerce namun belum paham
terkait penggunaan sistem pembayaran Cash On Delivery.[16] Sehingga Neozatel Azriel dkk.
(2023), mengatakan bahwa sangat penting untuk saat ini edukasi masyarakat menjadi perhatian
yang utama, seperti pemahaman publik terhadap sistem Cash On Delivery yang sering mengalami
permasalahan, dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya metode pembayaran cash on
delivery ini sering terjadi sengketa sehingga akan merugikan pihak yang tidak dipenuhi hak nya
oleh pihak yang lainnya, Silviasari (2020) dan Indriana (2022) mekanisme penyelesaian sengketa
menjadi perhatian penting.[17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam Pasal 38,
memberikan hak kepada setiap orang dan masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang
menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Selain
itu, Pasal 45 dan 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa
gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan, sekelompok
konsumen (class action), lembaga perlindungan konsumen, atau pemerintah, baik melalui
pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai apabila
memungkinkan.[18]

VII. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tren penelitian hukum pada transaksi di e-commerce pada
metode pembayaran cash on delivery yang di publikasikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun
2024 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, pada tahun 2024 merupakan puncak kenaikan
publikasi artikel mengenai E-commerce dan Sistem Pembayaran Cash On Delivery para peneliti
lebih tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkembangan sistem pembayaran cash on
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delivery pada e-commerce yang ditandai dengan jumlah artikel yang paling dominan, sebagian
besar studi tentang identitas sistem pembayaran COD menerapkan metode Yuridis Normatif
menggunakan metode pendekatan aturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
secara konseptual.[19] Hal ini tentunya meliputi beberapa aspek seperti Perkembangan E-
commerce di Indonesia, Penggunaan sistem pembayaran, Sengketa yang terjadi pada penggunaan
Sistem Pembayaran Cash On Delivery di E-commerce, serta perlindungan bagi para pihak yang
terlibat di lingkaran transaksi E-commerce. Tren penelitian hukum pada transaksi e-commerce
dengan metode pembayaran COD di Indonesia menunjukkan pergeseran dari identifikasi masalah
menuju perumusan solusi konkret. Tren ini mencakup upaya untuk meningkatkan perlindungan
hukum, memperjelas regulasi, dan mengadaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan
perubahan perilaku konsumen dalam era digital.[20]
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